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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh 

penulis pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak 

pidana penadahan kendaraan bermotor dengan cara melaksanakan 

proses penyidikan dan penyelidikan setelah diterimanya laporan adanya 

dugaan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hal ini sesuai 

dengan Pasal 102 KUHAP Ayat (1), mengungkap pelaku jaringan, 

sindikat, residivis, dan penadah hasil tindak pidana dengan modus currat 

dan curanmor guna menciptakan sitkamtibmas yang kondusif, serta 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, 

dan menekan jumlah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.  

2. Kendala yang dihadapi yaitu pelaku currat, curanmor, dan penadah 

melengkapi diri dengan senjata tajam dan senjata api, pelaku currat, 

curanmor, dan penadah melakukan perlawanan terhadap penduduk dan 

petugas yang akan melakukan penangkapan, petugas atau anggota polri 

menjadi korban tabrak lari pada saat kegiatan razia di jalan, penduduk 

main hakim sendiri pada saat penangkapan pelaku currat, curanmor, dan 

penadah sehingga terjadi penganiayaan dan pembunuhan, serta 

kurangnya personil kepolisan.  
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka 

penulis memiliki beberapa saran, diantaranya: 

1. Bagi polisi atau kepolisian disarankan agar menambah kegiatan operasi 

lain yang lebih ketat dan lebih sering guna mewujudkan tegaknya norma 

hukum serta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial bagi 

masyarakat menjadi kenyataan. 

2. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih sadar terhadap kelegalan 

kendaraan bermotor dan tidak cepat tergiur dengan harga yang murah 

jauh dari harga pasaran kendaraan bermotor, sehingga tidak menjadi 

pelaku penadahan kendaraan bermotor. 
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